
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencrnaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGI]NAN NASIONAL,/

IGPALA BADAN PERf,NCANAAN Pf,MBANGUNAN NASIONAI,
NOMOR KEP. I 22lM .PPI{ /HK/ 07 / 20 15

TENTANG
PEA4BENTUKAN TIM PI.NYI]SIJN

LAMPIRAN PIDATO IGNEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIT{ TAHUN ZO 1 5

MENTTRI PERf,NCANAAN PEA4BANGUNAN NASIONAL,/
KEPALA BADAN PEPJNCANAAN PEMBANGI]NAN NASIONAI,

,\'tcrlinlbalUi a. bahwa dalam rairgka mendukung prc$iden dalam pelakanaan
sidang bersanu DpR dan DpD mehjelang hari proklamasi
Kemerdeloan Republik Indonesia tang&al 1Z Agustus 2015, perlu
mempersiapkan Lampiran pidaio Kenegaraan pi€siden RI Tahun
2015 yang meftuat arah kebijakan penerintah di berbagai bidaflg,
capaian, dan permasalahan serta tindak lanjut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagarntana dimaksud clalanl
huruf a, perlu membentuk Tim pen),usun Lampiran pidato
Kenegaraan hesiden Republik Indoresia Tahun 2O1S;

c. bahwa Wjabat daa pegawai yang namanya tercantuft dalam
Lampiran Keputusan itri dianggap mampu dan memenuhi
persyaratan untuk duduk dan melalsanakan tugas sebagai anggota
Tim Penyusufl Lampiran Pidato Kenegarnah presiden Republik
Indonesia Tahun 2015;

Mengingat tlndang-Undang Nontor 27 Tahun 2Ol4 tentang Anggamn
Pefld4patan dan Eela{a Negar.a Tahun Anggzra1.l ZOTS (t€nlbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nonlor ZS9, Tamb4han
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor SS93) sebagaimana
telah diubah den8an Llndang-Undang Nomor 3 'Iahun 2O1S
(l,enrbaran Negara Republik Indollesia Tahun 2Ol5 Nomor 44.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nolnor 5669);

Peraturan Pemerintah Nonor 45 Tahun 2013 tentaflg Tata Cara
Pelaksa(aan Ang€laran dan Belanja Negara;

I
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3. Perahlran



-2-

Menetapkan

PERTA,MA

KII]UA

KETIGA

(EEMPAT

3. Peraturan Presiden Nomor Z T^hvn 2O1S tentang Organisasi
Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nolhor 65 Tahun 20lS tentang Kementeriafl
Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Perafuran Presiden Nomor 66 Tahun 2015
Pel.encanaan Peftbangunan Nasional

tentang Badan

6. Peraturan Menteri Negara perencanaan pembangur.un
N"asional/Kepala Badan perencanaafl pembangunan Nasional Nomor
PER- 005,/M.PPN/ 10 /2007 tenta.ng OrSanisasi dar Tata Kerja
Kementerian Negam Perencanaan pembanguflan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah bebetspa
kali diubah, terakhir dengan peraturan Menteri perencanaan
Penrbaflgunan Nasio[al,/Kepala Bad411 perenca,rrla4n pembangunafl
Nasional Nomor 3 Tahun 2014i

7. Peraturan Menferi Negara perencanaan pembangunan

Nasional/Kepala Badal Perencaflaafl pembangunan Nasional Nomor
I T^hnn 2012 tentang pedoman perencanaan, pelak anaa[,
Pelaporan, Pemantauau, dan Evaluasi Kegialan dan An ata ;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEA4BANGTJNAN
NASIONAI,/KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEA/IBANGUNAN
NASIONAI Tf,NTANG PEMBENTTIKAN TIM PE}n,I'SUN LAMPIRAN
PIDATO KXNEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHT]N 20 1 5.

Membentuk Tim Penwsun Lampiran pidato Ke{egaraan presiden
Republik Indonesia Tahun 201 5 untuk selanjutnya disebut Tim pen),llsun

Lairlpid Tahun 2075, dengan susunall keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam L^a[rpiran Kepulusar] ini.

Tim Penyusun lampid Tahun 2015 terdiri atas pengarah, penaflBguflg

Jawab, dan Tim Pelaksafla.

PenSarah bertugas memberikan arahan kebijaka[, meflgawasi,
membimbing, dan memalltau kemajuan dan membe s4ran pemecahafl
atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

PenanSSung Jawab bertugas:

a. befianSSung jawab ,aias substansi dan tersusunnya Lampid Tahun
2015.

b. memberikan arahan kebijakan dan memafltau pelakanaan kegiatah
penFrsunan larupid Tahun 2015.

KELIMA : .
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KELIMA

KEE\'-d\,1

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMtsILAN

Tim Pelakrana terdiri atas Tim penlrusun, Tim Sinkronisasi dan
Konsistensi Materi, dan Sekretariat.

Tift Pelaksana berf ugas:

a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;

b. melakukan koordinasi penyusunan Lampid Tahun 20IS;

c. menlrusun tampid Tahun 2015;

d. sinhonisasi dan konsistensi terhadap mated dan penuliun Lampid
Tahw\ 2015, d^fl

e. meny'usun format, ealjtig, database, Wncetakar. dan melaksanakan
tugas-tugas lainnya.

Dalafi r^ngka pelaksanaan tugas p€rlwsunan Lampid Tahun ZO1S,
Ketua Tim Pelakana dapat menetapkan panduan penyusunan Larhpid.

Segala biaya yang diperlukan dalafi raagka pelaksanaan tugas Tim
Penyusun Iampid Tahun 2015 dibebankan Wda A^ggarun pendap^tan

dan Belanja Negara Kementerian PpN,/Bappenas Tahun Anggaran ZOI S.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak
tan8€.al 4 Mei 2075.

Ditetapkan di Jakarta
Wd^ tan8lral 15 Juli 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASTONAL/
KEPAI-A BADA]\ PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ANDruNOT A. CHANIAGO

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emnly

/



SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MXNIERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.122/M.?P\t/HK/ 07 / 20t5
TANGGAL t5 JULI 2015

SUSIJNAN KEANGGOTAAN
TIM PEI{\1JSUN LA.NIPIRAN PIDATO KXNEGAX.AAN PRISIDEN REPT]BLIK INDONESIA

TAHUN 2015

A. PENGARAH

B. PENANGGUNG JAWAB

Mcnteri ['PN/Kepala Bappenas.

Sckrelaris Kenenterian PPN/Sekretaris Utama
Bappenas.

C. TIM PEIr{I$ANA
Ketua

WakilKetua

Sek-retaris

Deputi Bidang
Pembangunan.

Inspektur Utama.

Direktur Evaluasi
sektoral.

f,valua.si Kinerja

Kinerja Pembangutan

1. Tim Penyusun

Bab 1 PenanggungJawab

Bab 2 PenangSung Jawab

Bab 3 Penanggung Jawab

Penulis Koordirrlor
Anggota

Bab 4 Penanggung Jawab
Penulis Koordinator

Airggota

Deputi Bidang
Pembangunan.

Evaluasi Kine{a

Deputi Bidang Ekononli.

Deputi Bidafl8 Sumber.Daya Manusia dan
Kebudayaan.
Direktur Pendidikan.
1. Direktff Agama, KebudayaaD, Pentuda

dan Olah RaSa;
2. Di|ekiur Kependudukan, Pernberdayaan

Itlempuan dan Perlrtdungan ALiki
3. Dircktur Kesehatan dan Gizi Masyar.akat;
4. Direklur Pcrlindongan dan Kesejahter&1n

Masyarakat;
5. Direktur Penanggulanlan Kelniskinan.

Deputi Bidang Ekonomi.
Direktur Petdagangan, Investasi dan
KeljaMrna Ekonomi Inteflusional.
I. Direktur Perencanaan A,4akro;
2. DirekfurJasa Keuan8an dan BUMN;
3. Direktur Indusfri, IPTEK, Pariwisata dan

Ekononri Kreatif;
4. Direktur TenaSa Kerja dan

PengembanSan Kesempatan Kerja;
5. Dircktur Pemberdayaan Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah;

6. Dircktur...



Bab 6 Penanggung Jawab

Penulis

Bab 7 Penanggung Jawab

Penulis

Bab 8 Penan8SunS Jawab

Penulis Koordinator
Anggota

Bab I Penaflggung Jawab

Penulis Koordinator
AnSgota

Bab l0 Penanggung Jawab
Penuiis Koordinator
Anggota

6. Direktur Keu4ngan Negara dan Analisa
Moneter;

7. Direktur Perlirdungan dan Kesejahteraafl
Masyarakat.

Deputi Bidang Ekoromi.
Direktur lndustri, ImEK, pariwisata dan
Ekonomi Kreatif.

Deputi Bidang politik, Hukum, pertaharlan
dan Keamanan.
Direktur Politik dan Komunikasi.

Deputi BidanS Politik, Hukum, pefi^hanaa
dan Keamanan.
Direktur Pertahanan dan Keananan.

Deputi Bidang Politik, Hukum, peftah^a n
dan KeaflBnan.
Direktu r Aparatur Negara.
Direktur Hukum dan HAM.

Deputi Bidang Pengemban8an Regional dan
Otonomi Daerah-
Direllur Tata Ruang d4n Pertanahan;
l. Direktur Pengembangan wilayah;
2. Direkhr Kawasan Khusus da[ Daerah

TertinSSat;
3. Direktur Perkotaan dan Perdesaan;
4. Direktur Otonomi Daerah.

Deputi Bidang Sarana dar,Prasalan^.
Direktul Transportasi.
1. Direktur Pengairan dan Irigasi;
2. Direktur Permukin1an dan perunuhan;
3. Direktur Energi, Telekomunikasi dan

Informatika;
4. Direktur Sumber Energi, Mineral dan

Pertatubangan;
5. Direklu r Pengembangan Kerjasama

Pemerintah dan Swasta.

Deputi BidanS Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup.
Direkf ur LingkunSan Hidup.
1 . Direktur Kelautan dan Perikanani
2. Direktur Kehuunan dafl Konservasi

Sumber Daya Air;
3. Direktur Pangan dan Peftanian
4. Direktur Sumber Ener8i, Mineral dan

Peftambangan.

2.Tim...

Bab 5 PenanggungJawab :

Penulis :

Bab 11 Penan8Sung Jawab

Penulis Koordinator
Arggota
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2. Tirl1 sinkronisasi dan Konsistensi Materi

3. seketariat

Keiua

Wakil Keiua
Anggota

Kooldinator
Arggota

Emmy

a,

d, r,r_l
Supard{iatun

Staf Ahli Bidang IIubLrngall Kelcmbagaarl.
1. Staf Ahli Bidang Suflber Daya Alam.

Lingkungan llidup dan fenlbahan Iklirn;
2. Staf Ahli Bidang Tata Ruatrg dan

Kelnaritirnan;
3. stat' Ahli BidanS Ekonomi dan

Pembiayaan Pcmbangunan;
4. Stal' Khusus Menieri PPN/Kepala

Bappenas.

Kepal4 Pusat Data dan Infornusi Pcr'encallaan
Pembanglrnah.
Kepala Biro Umum.
1. Kepala Biro Pereflca[aan, Organisasi dan

Tata Laksanai
2. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha

Pimpinan.

MENTERI PERNNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

ANDRINOF A. CIIANIACO

trd

Saliflan sesuai den8an aslinya
Kepala Biro Hukunl,


